BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL
Alamat  : Jin. Panglima Mandala, Kota Tual
Email : set tual@bawaslu.go.id

Website : https://tual.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 4/HK.01.01/K.KOTA TUAL/06/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan
informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Bawaslu Kota Tual,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH
Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola
anggota JDIH Bawasilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, periu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Tual tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Tual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran




Menetapkan :

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilhan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri,
dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik
Indinesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indinesia
Tahun 2020 Nomor 438);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TUAL NOMOR 4/HK.01.01/K.KOTA TUAL/06/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL



KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam diktum

kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Tual termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

dan evaluasi pelaksanaan program.
3. Ketua

a.

Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;
Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;

Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;

Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Tual.

4. Anggota

® o0 o

Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;

Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman
resmi JDIH Bawaslu;

Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan
non fisik;

Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan
Sistem Informasi JDIH Bawaslu

Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.



KETIGA

KEEMPAT

Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan
hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kota Tual.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 15 Juni 2026




SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TUAL

Nomor
Tanggal

: 4/HK.01.01/K.KOTA TUAL/06/2026

15 Juni 2026

(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NO NAMA JABATAN K:E&?\;J%N
| | PEMBINA
1 | MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN, SE., KETUA

M.Si, C.Med. FERIIRA
2 g.?ABeEiI.- NIXON SONGJANAN,S T, ANGGOTA E—
3 | RAHMAN RAHARUSUN, SH. ANGGOTA PEMBINA
I | PENANGGUNG JAWAB
4 | AHMAD BISIR, SH. MH KOORDINATOR | PENANGGUNG

SEKRETARIAT JAWAB
Il | KETUA
5 | AHMAD BISIR, SH. MH KOORDINATOR
' SEKRETARIAT HETUA

IV [ ANGGOTA
6 | ARI ANSORI NUHUYANAN, S.Pd. STAF TEKNIS ANGGOTA
7 | SITTIM. ULFA HANUBUN, S S. STAF TEKNIS ANGGOTA
8 | ALIF. SEKNUN, S.Pi. STAF TEKNIS ANGGOTA
9 | ANGGUN REZKI PEBRINA, S H. STAF TEKNIS ANGGOTA
10 | ZULMI RIZKIAN, S.H. STAF TEKNIS ANGGOTA
11| VAIZ RAFLI, S.H STAF TEKNIS ANGGOTA
12 | ABDILLA ALMOHDAR, SEE. STAF TEKNIS ANGGOTA
13 | LUKMAN H. MADUBUN STAF TEKNIS ANGGOTA

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 15 J

i 2026




